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PEiIERINTAH XABUPATEN MAGETAN

INSPEKTORAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : TOOI Zg tKept.tr03.050/2021

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. dan

guna mev\rujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara

pelayanan publik waiib menetapkan Standar Pelayanan :

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, pedu menetapkan Keputusan lnspektur Kabupaten Magetan tentang

Standar Pelayanan pada lnspektorat Kabupaten Magetan;

L Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikl

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 5 Tahun 20 14 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Bupati Magelan Nomor 81 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta

Tata Keria lnspektoral Kabupaten Magetan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2020 tentang

perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,

Serta Tata Keqa lnspektorat Kabupaten Magetan;

Jalan Tripandita No.17 Magetan Kode Pos 63319
Telepon (0351) 897113 Faks. (03s1) 897161

E-mail : insoeklorat(Amaoelan.oo.id Web6ite : htto:1/inEpektoral.maoetan oo.id

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada lnspektorat Kabupaten Magetan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

Standar Pelayanan pada lnspektorat Kabupaten Magetan meliputi :

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Perceraian;

3. Slandar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

5. Standar Pelayanan Probity Audit

Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kine4a pelayanan oleh pimpinan penyelenggara. aparat

pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pen€tapan

ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Magelan
Pada tanggal: I Juli 2021
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Lampiran I

PEMERIKSAAN REGULER

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY}

Keputusan lnspektur Kabupaten
Nomor : TOO| 28 lKegt t4O3.O6Ol2O21
Tanggal : I Juli 2021

NO KOMPONEN
1 PersyaratanPelayanan

Jangka waktu penyelesaian 15 (Lima Belas) Hari Kerla

Braya llail Gratis

URAIAN
t kebriakan Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintah

Daerah
I Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

3. Surat Tugas lnspektur
1 Surat Pembemahuan kepada Kepala SKPD yang akan

diperiksa,
2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan dipenksa
3. Pembuatan Surat Tugas TIM;

4. Tim mendatangi SKPD /Obrik untuk melakukan
pemeriksaan reguler 5. Trm menyusun lembar lemuan
pemeraksaan untuk dilaporkan kepada lnspektur

5. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada

SKPD
6. SKPD menanggapi komentar lembar temuan

pemeriksaan

7 Membuat LHP kepada Bupati Magetan dan hasrl

pemeriksaan lersebut disampaikan ke SKPD/Obrik

8. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Bupati)

disampaikan ke SKPD/Obrik dengan tembusan BPK-Rl

Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan lnspektorat

Provinsi Jawa Timur

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan

(HP)
Produk Layanan

6 Penanganan,Pengaduan. SMSPengaduan:08113132366
Saran dan Masukan/Apresiasi Email : lnspektorat@magetan go ad

B. PENGELOLAAN PELAYANAN D.INTERNAL (MANOFACTURING)
'1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsr, Kolusi dan Nipotisme.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah:

5 Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah,

Sistem. Mekanisme dan
Prosedur

3

4



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur lnsp€ktorat Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Menten dalam Negeri .

Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daeraht

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tenlang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerinteh;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraluran Bupati Magetan
Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Oan Fungsi. Serta Tata Keria

torat Kabupaten Magelan;
Sarana prasarana dan/fasilitas , Sarana : Meia, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop,

mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2
Pragarana : Ruang Tunggu, Ruang Keria, lnstalasa Listrik.
telepon dan air

Kompetensi Pelaksana 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku

2. Menguasai materi dan prosedur pemenksaan

3. Menguasai teknik wawancara
4. Dapat mengoperasikan Komputer

i -l--11!Pe!

3

4. Pengawasan lnternal lnspektur
3 - 6 Orang

6. Jaminan Pelayanan 1. Pakta lntegritas
2. Msi, Misi lnspektorat
3. Maklumat Pelayanan
4. Saran/masukan atas hasil temuan
5. Rekomendasi

Jaminan Keamanan dan Menjaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan

Keselamatan Pelayanan

J

7

Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap
semester atau 6 (enam) bulan

INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN
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Lampiran ll Keputusan lnspektur Kabupaten
Nomor : 70Ol ?A lKepl 1403.06012021
Tanggal : I Juli 2021

PEMERIKSAAN KHUSUS PERCERAIAN

A. PENYAMPAIAiI PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
NO KOMPONEN

Persyaratan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

URAIAN
i 1. Surat pengajuan permohonan perceraian

i2. Disposisi Bupati Magetan
3. Surat Tugas lnspektur
1. Menelaah data
2. Pembuatan surat tugas TIM
3. Memanggil/mendatangi yang bersangkutan dan atau ,

pihak pihak yang terkait untuk dimintai keterangan dalam
bentuk BAP

4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan khusus
perceraian kepada I nspektur

5. Melaporkan hasil pemeriksaan khusus perceraian
kepada Bupati Magetan

6. Mengirimkan hasil pemeriksaan khusus perceraian

dilampiri disposisi Bupati ke BKD untuk proses lebih
laniut

Jangka waktu penyelesa tan 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat p€ngaiuan ijin
perceraian

Biaya /Tarif Gratis

6

Produk Layanan
Penanganan, Pengaduan,

Saran dan Masukan/Apresiasi

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perceratan
SMS Pengaduan : 081 13132366
Email : lnspektorat@magetan. go. id

--
i-
iBr-
i

I

PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL (MANUFACTURING}
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-

undang Perkawinan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun'1983 tentang ljin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
't983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS

5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara langgal 22
Agustus 2011 Nomor K.26- 3ON.252-2535199 perihal
Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 io. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ljin
Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

2 rana prasarana dan/fasilitas Sarana : Meia, Kursi. Komputer, alat ukur, kamera.
Laptop, mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan
Roda 2
Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, lnstalasi
Listrik, telepon dan air

2

3
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3 Kompetensi Pelaksana 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku

2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan

3. Menguasai teknrk wawancara
4. Dapat mengoperasikan Komputer

4 Pengawasan lntemal lnspektur
Jumlah Pelaksana 3 - 6 Orang

6 Jaminan Pelayanan 1. Empati
2. Visi, Misi Kepala Daerah
3. Maklumat Pelayanan
4. Penuntasan Permasalahan
5. Rekomendasi

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Meniaga Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan
setiap semester atau 6 (enam) bulan
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Lampiran lll Kepulusan lnspektur Kabupat€n
Nomor : TOO| 28 lKepl 1403.06012021
Tanggal : g Juli 2021

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)
nor- x6gp6x5x URAIAN

1 . Laporan Pengaduan dari Masyarakat
2. Disposisi Bupati Magetan
3. Surat Tugas lnspektur
1. Menelaah data

MasyarakaUOPD
laporan pengaduan d

2. Oiserahkan ke OPD terkait
3. Apabila data valid dapat ditindak laniutiuntuk dilakukan

pemeriksaan

4. Pembuatan Surat Tugas TIM
5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang

bersangkutan untuk dimintai keterangan dalsm bentuk
BAP

6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada

i lnspektur

i 7. Apabila 8da indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang

atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat
8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada

Bupati Magetan

--!1 PersyaralanPelayanan

3. Jangka waktu penyelesaian 30 (hari) kerla

4. Biaya lTanl Gratis

6 Penanganan, Pengaduan,
Saran dan Masukan/Apresiasa

SMS Pengaduan : 08113132356
Email : lnspektorat@magetan. go. id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL (MANUFACTURING)
28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi. Kolusi dan Nipotisme.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan oaerah,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor107Tahun2017'
tentang Pedoman Nomenklatur lnspektorat Daerah'
Provinsi Dan Kabupaten/kotai __l

2. Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

5 Layanan i Laporsn Hasil Pemeriksaan (L-t-{P)-_

-T ,ng Nomor



Poraturan M;niCri Oatarn Negeri tlomor 8 Tahun zoos
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daereh:

8. Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah;

L Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2020

tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan. Susunan
Organisasr. Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
lnspektorat Kabupaten Magetan;

2 Sarana prasarana dan/fasilitas Sarana : Meja. Kursi, Komputer, alat ukur kamera

Laptop, mesin hitung, printer. ATK. P3K Kendaraan
Roda 2
Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerla, lnstalasi

Listrik, telepon dan arr

4 Pengawasan lnternal

berlaku
2. Menguasai materi dan prosedur pemenksaan

3. Menguasai teknik wawancara
4. Dapat mengoperasikan Komputer

1 Memahami Peraluran Perundang-undangan yang

lnspektur
5. Jumlah Pelaksana ,3-6OrangF--l-

7

b Jaminan Pelayanan '1. Empati
2. Visi, Misi lnspektorat
3. Maklumat Pelayanan
4. Penuntasan permasalahan/pengaduan
5. Rekomendasi keputusan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

1 . MenJaga kerahasiaan informasi/kelerangan dan
pemohon dan termohon

2. Pemeriksaan secara tertutup

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali
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Lampiren lV Keputusan lnspektur Kabupaten
Nomor : TOO| 28 tKeil f 4O3 060/2021
Tanggal I Juli 2021

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE OELIVERY)
NO KOMPONEN

1. PeGyaratanPelayanan
URAIAN

Surat OPD/Instansi lain
Perintah I Disposisi Bupati
Permintaan dari Peiabat yang berwenang
Surat Tugas lnspektur
Pengumpulan data. menelaah dan mengembangkan
data

2. Pembuatan Surat Tugas TIM
3. Melakukan Pemanggilan i mendatangi kepada yang

bersangkutan untuk dimintai kete.angan yang

dituangkan dalam bentuk BAP
4. Membuat konsep la@ran hasil pemeriksaan kepada

lnspektur
5. Melaporkan hasil pemariksaan kapada Bupati

T-
1.

2.

3

4.

i.2. Sistem. Mekanisme dan
Prosedur

3. Jangka waktu p€nyelosaian i l5 (hari) kerja

4. Btaya fiaril Gratis
5 Produk Layanan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

6. Penanganan, Pengaduan, SMS Pengaduan:081 13132366

Saran dan Masukan/Apresiasi Email : lnspektorat@magetan.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL (MANUFACTURING)
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

BebasPenyelenggaraan Negara yang

Korupsi. Kolusi dan Nipotisme,
2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 1

Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun

20't4 tentang Pemenntahan Daerah;
4. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20'16 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 fanun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur lnspektorat Daerah

Provinsi Dan Kabupaten/kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nornor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Bersih dan



E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah

L Peraturan Eupati Magetan Nomor 81 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi. Tugas Dan Fungsi. Serta Tata Kerla
lnspektorat Kabupaten Magetan,

2. Sarana prasarana dan/fasililas Sarana : Me1a. Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop,
mesin hitung, printer. ATK, P3K Kendaraan Roda 2

Pra3arana : Ruang Tunggu. Ruang Kerja, Instalasi Listrik,

telepon dan air
3 Kompetensi Pelaksana l. Memahami Peraturan Perundang-undangan

berlaku
2. Menguasai maten dan prosedur pemenksaan

3. Menguasai leknik wawancara
4. Oapal mengoperasikan Komputer

yang

t-____+___--
4 _Penq lvag9ltltgjna
5. Jumlah Pelaksana

6. Jaminan Pelayanan

lnspektur
3 - 6 Orang
1 . Pakta lntegritas
2. Msi. Misi Bupati
3. Maklumat Pelayanan
4. Rekomendasi keputusan

1 . Meniaga kerahasiaan informasi/keterangan dari
pemohon dan termohon

2. Pemeriksaan secara tertutup

7

I

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana
._ 

Dilaksanakan setiap semesler atau 6 (enam) bulan sekali

INSPE UR KABUPATEN MAGETAN
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Lampiran V

PROBITY AUDIT

Keputusan lnspektur Kabupaten
Nomor : 7001 LB lKepl 1403.06012021
Tanggal : 1 Juli 2021

A. pENyAMpAtAN PELAYANAN (SERV|CE DELIVERY)
rr*oT-- KOMPONEN URAIAN

1. Membuat Surat Permohonan Kepada lnspektorat Kab
Magetan;

2. Menyiapkan dalai kelengkapan perencanaan/
pelaksanaan kegiatan yang akan diprobity audit

I Persyaratan Pelayanan

'1. OPD membuat
Kab. Magetan

Surat Permohonan kepada lnspek torat

2. Surat diagendakan dan didisposisi ke lrban
Sekretaris untuk ditindak lanjuti

3. Sekretaris meneruskan kepada lrban berikut Sura
Tim dan Undangan kepada OPD untuk dilakukan
Audit

4. Probity Audit dilaksanakan
5. Menyusun rekomendasi.

melalui

t Tugas
Probity

lL-
13.
lc.

Jangka waktu p€nyelesaian 15 (hari) kerja
Biaya /Tarif Gratis
Produk Layanan Rekomendasi Hasal Probity Audit

--_lPenanganan. Pengaduan,
Saran dan Masukan/Apresiasi

SMS Pengaduan : 081 13132366
Email : lnspektorat@magetan. go. id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL (MANUFACTURING)
'l . Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

2. Perulwan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan lnstansi Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnslansi:

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabililas Kinerja lnstansi Pemerintah

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan
Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsa, Serta Tata Kerja
lnspektorat Kabupaten Magetan.

6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PEK362lKlO4l2O12
Tanggal I April 2012 Tentang Pedoman Probity Audit
Pengadaan Barang/ Jasa Pemenntah bagi APIP

l$rana p?sarana dan/fasilitas Sarana : Meja, Kursi, Komputer, alat ukur, kamera, Laptop.
mesin hitung, printer. ATK, P3K Kenda.aan Roda 2
Praaarana : Ruang Tunggu, Ruang Kerja, lnstalasi Listrik,
telepon dan air

3 Kompetensi Pelaksana 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku

2. Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

i

-i
I

I

2.



2. Menguasai maten dan prosedur pemenksaan

3. Menguasai teknik wawancara
4. Dapat mengoperasikan Komputer

4 Pengawasan lntemal
Jumlah Pelaksana 3-6 Orang

6 Jaminan Pelayanan 1 . Pakta lntegritas
2. Msi, Misi Bupati
3. Maklumat Pelayanan
4. Rekomendasi keputusan

7 Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Menjaga kerahasiaan hasil pelaksanaan

8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

iirsplKTo
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